
SA LINAN 

BUPATISEKADAU 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI SEKADAU 
NOMOR 61 TAHUN 2020 

TENT ANG 

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM 

PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU 

DI KABUPATEN SEKADAU 

DENG AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SEKADAU, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 

tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian 

Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian 

Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Sekadau. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4953); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1983 Nomor 50) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 
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tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4893); 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 3264) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga 
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5039); 

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang 
Pembetukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau 

di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4344); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4724); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6215); 

11. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang 
Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 

tentang Konfirmasi Wajib Pajak Dalam Pemberian 

Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah 

Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 126); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1956); 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 /PMK.03/2017 

tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan 

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan 
dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; 

15. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Norn or PER- 

04/PJ/2019 ten tang Layanan Pajak Tertentu pad a 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

16. Pera tu ran Direktur Jenderal Pajak Norn or PER- 

04/PJ/2020 ten tang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 
Administrasi Norn or Pokok Wajib Pajak, Sertifikat 
Elektronik, Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 

2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
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Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sekadau Nomor 7); 

18. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 58 Tahun 2019 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau (Serita 
Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2019 Nomor 58). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG TATA CARA 

PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM 

PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN 
SEKADAU. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten 
Sekadau. 

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sekadau. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sekadau. 

5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau, 
selanjutnya disingkat DPMPTSPTK Kabupaten Sekadau. 

6. Badan Pengelola Restribusi dan Pajak Daerah Kabupaten 
Sekadau yang selajutnya disingkat BPRPD Kabupaten 
Sekadau 

7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 
pembayaran, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, 

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan, sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
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perpajakan. 

8. Nomor Pokok Wajib Pajak selanjutnya disingkat NPWP 

adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai 
sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan 
sebagai tanda pengenal dari atau identitas Wajib Pajak 
dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 

9. NPWP Pusat adalah NPWP yang diberikan berdasarkan 

tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak yang 
menunjukkan pusat kegiatan usaha dengan 3 (tiga) digit 
terakhir berupa "000". 

10. NPWP Cabang adalah NPWP yang diberikan bagi tempat 
kegiatan usaha Wajib Pajak yang terpisah dari tempat 
tinggal/tempat kedudukan Wajib Pajak atau yang diberikan 

untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban 
pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan, Pajak 
Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah serta Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak dapat 
menggunakan NPWP Pusat. 

11. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
NPWPD adalah adalah nomor yang diberikan kepada Wajib 
Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah 

yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau 

identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan 

kewajiban perpajakannya. 

12. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD 

adalah nomor identitas atas objek Pajak Daerah yang 
dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi 
atau badan sebagai Wajib Pajak yang memiliki karakteristik 

unik, tetap dan standar dan dipergunakan dalam 

administrasi perpajakan sebagai sarana Wajib Pajak dalam 

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 
13. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya di singkat 

KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah 
daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk 

memperoleh keterangan status Wajib Pajak. 
14. lnformasi Konfirmasi Satus Wajib Pajak yang selanjutnya 

disebut lnformasi KSWP adalah informasi yang diberikan 

oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak mengenai 
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keterangan status Wajib Pajak. 

15. Elektronik Filing Identification Number yang selanjutnya 
disingkat e-Fin adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang 
melakukan transaksi Elektronik dengan Direktorat Jenderal 
Pajak. 

16. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang 
diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka 
pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak atas layanan 
publik tertentu pada Perangkat Daerah. 

17. Layanan Publik tertentu adalah layanan yang diberikan oleh 

Pemerintah Daerah kepada Mayarakat. 

18. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkap KPP 

adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang 
berada di bawah dan bertanggungjawab Iangsung kepada 
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. 

19. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan 

yang selanjutnya disingkat KP2KP adalah instansi vertikal 

Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab langsung kepada Kepala KPP Pratama. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam 

tata cara pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak di 

Kabupaten Sekadau. 

Pasal3 

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah : 

a. mengoptimalkan dana bagi hasil pajak; 

b. meningkatkan kepatuhan wajib pajak; dan 

c. meningkatkan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha. 
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BAB III 

RUANO LINGKUP 

Pasal 4 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 

a. jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP; dan 
b. tata cara pelaksanaan KSWP. 

BAB IV 

JENIS LA YANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN KSWP 

Pasal 5 

Jenis Layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP meliputi: 
l. Izin Usaha Perkebunan; 

2. Izin Usaha Tanaman Pangan; 
3. Izin Usaha Holtikultura; 

4. Pendaftaran Usaha Perkebunan; 

5. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan; 
6. Pendaftaran Usaha Budidaya Holtikultura; 

7. Pendaftaran Usaha Peternakan; 
8. lzin Lingkungan; 

9. lzin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (83) 

Untuk Jasa Usaha; 

10. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan 

Beracun (Limbah 83) Untuk Penghasil; 
11. lzin Pembuangan Air Limbah 

12. lzin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK); 
13. lzin Mendirikan Bangunan (!MB) Berusaha; 

14. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Berusaha; 

15. lzin Pembangunan Kawasan Permukiman; 

16. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP); 
1 7. Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil; 

18. Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan; 

19. Sertifikat Usaha Mikro Obat Tradisional; 

20. Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan 
dan PKRT; 

21. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga; 
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22. Izin Toko Alat Kesehatan; 
23. Izin Mendirikan Rumah Sakit; 

24. Izin Operasional Rumah Sakit; 

25. Izin Operasional Klinik; 

26. lzin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang 
Pembawa Penyakit; 

27. lzin Apotik; 
28. lzin Toko Obat; 

29. Izin Usaha Industri; 

30. Izin Kawasan Industri; 

31. lzin Perluasan Usaha lndustri; 

32. Surat Izin Usaha Perdangangan; 
33. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW); 
34. Tanda Daftar Gudang; 

35. Izin Usaha Pasar Tradisional (IUPPT); 
36. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang; 
37. Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan; 
38. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau; 
39. Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat 

Helikopter; 

40. Tanda Daftar Usaha Pariwisata; 

41. lzin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan; 

42. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal; 

43. Izin Koperasi Simpan Pinjam; 

44. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam; 

45. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan 

Pin jam; 

46. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam; 

47. Izin Lokasi; 

48. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT); 

49. Izin Pemasangan Reklame (Masa berlaku kegiatan usaha 2: 1 

tahun). 

BABV 

TATA CARA PELAKSANAAN KSWP 

Pasal 6 

Setiap orang atau badan yang melakukan usaha dan/atau 
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pekerjaan di Kabupaten Sekadau wajib memiliki : 

a. NPWP Cabang yang dikeluarkan oleh KPP atau KP2KP. 

b. NPWPD dan NOPD yang dikeluarkan BPRPD Kabupaten 
Sekadau. 

Pasal 7 

(1) Pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 diberikan kepada pemohon apabila pemohon dapat 
menunjukan dokumen KSWP. 

(2) DPMPTSPTK melakukan KSWP dilakukan melalui : 

a. sistem informasi pada DPMPTSP yang terhubung dengan 
sistem informasi yang disediakan Direktorat Jenderal 

Pajak; 

b. aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal 
Pajak; 

c. tanda lunas pajak daerah dari BPRPD Kabupaten 
Sekadau. 

(3) Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan keterangan 
status wajib pajak yang membuat status valid atau tidak 

valid terhadap KSWP yang dilakukan oleh DPMPTSPTK. 

(4) Apabila status wajib pajak dinyatakan valid masa surat 

keterangan status wajib pajak dapat dicetak langsung 
melalui sistem aplikasi KSWP dan pelayanan publik tertentu 

dapat diberikan. 

(5) Dalam ha! status wajib pajak dinyatakan tidak valid dari 

sistem aplikasi KSWP, maka harus melakukan konfirmasi ke 

KP2KP Sekadau untuk mendapatkan surat keterangan 
status wajib pajak dengan melampirkan surat keterangan 
status tidak valid. 

(6) Mekanisme KSWP pada DPMPTSPTK dilaksanakan 

sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati 
ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

BAB VJ 

PEMBINAAN 

Pasal 8 

(1) Pembinaan pelaksanaan KSWP dilaksanakan oleh DPMPTSP 



-10- 

dalam bentuk konsultasi, monitoring dan evaluasi. 

(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 
tahun. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kabupaten Sekadau. 

Ditetapkan di Sekadau 
pada tanggal 27 Oktober 2020 

PENJABAT SEMENTARA 
BUPATI SEKADAU, 

TID 

SRI JUMIADATIN 

Diundangkan di Sekadau 
pada tanggal 27 Oktober 2020 

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU, 

TID 

FRANS ZENO 

SERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2020 NOMOR 61 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum 
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau, 

RADIUS, SH 
Pembina (IV /a) 
NIP. 19810910 200803 1 001 
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SEKADAU 
NOMOR 61 TAHUN 2020 
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN 

KONFIRMASI STATUS WAJIB 
PAJAK DALAM PEMBERIAN 
LAYANAN PUBLIK TERTENTU 
DI KABUPATEN SEKADAU 

MEKANISME KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK PADA PELAYANAN TERPADU 

SATU PINTU KABUPATEN SEKADAU 

PEMOHON FRONT OFFICE PTSP KPP/KP2KP 

Pengajuan 
Mengecek Validasi 
NPWP sesuai dengan 

Permohonan Jenis Perizinan yang 
Perizinan dimohonkan pada 

Aplikasi KSWP 

Tidak Valid 

(Cetak Surat 
Pengantar KSWP ke 

KPP/KP2KP) 

Menerima Surat 
Pengantar KSWP ke - - 

KPP/KP2KP 

I Menerima Surat 
Pengantar KSP 

Menerima Bukti 
Laporan KSWP 

I 
Menerima Bukti 

Validasi 
Laporan KSWP 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum 
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau, 

,/ 
!US, SH 

Pembina (IV/ a) 
NIP. 19810910 200803 1 001 

PENJABAT SEMENTARA 
BUPATI SEKADAU, 

TTD 

SRI JUMIADATIN 


